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BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat  

ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

1. Bahwa dalam rangka proses penegakan hukum pelaku tindak pidana 

Penimbunan BBM Bersubsidi di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota 

belum maksimal karena harus berhadapan dengan kepentingan sosial 

masyarakat kota gorontalo. penyidik menemukan banyak kendala yang 

dihadapi untuk perkara “P18”, dan kendala-kendala tersebut yang membuat 

banyak kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak bisa 

dilanjutkan dalam proses penuntutan (SP3), namun hal tersebut tidak 

seharusnya menjadi alasan pembenar pihak penyidik bahwa dalam proses 

penegakan hukum kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak 

bersubsidi masih banyak yang tidak bisa dilanjutkan ke tahap penuntutan 

karena berbagai alasan. 

2. Faktor yang menjadi kendala dalam hal penegakan hukum pelaku tindak 

pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukum 

Polres Gorontalo Kota terletak pada kurangnya harmonisasi antara masyarakat 

dan penegak hukum, faktor hukum itu sendiri, minimnya alat bukti, kurangnya 

saksi dan pelaku yang telah melarikan diri. Sementara upaya yang dilakukan 

penyidik dalam penegakan hukum tersebut akan dilakukan secara maksimal 

berdasarkan prosedur dan norma hukum yang berlaku, utamanya hukum acara. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan 

saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan 

pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu : 

1. Aparat Penegak Hukum 

Dari faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pelaku 

tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah 

hukum Polres Gorontalo kota diharapkan kepada aparat penegak hukum yang 

berwenang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan secara serius 

dan terpadu, serta melibatkan instansi terkait khususnya pertamina dan 

kolompok LSM yang bergerak dibidang migas. 

2. Pemerintah 

Selain aparat penegak hukum, pemerintah Kota Gorontalo juga diharapkan 

dapat berkontribusi dalam menangani persoalan penimbunan Bahan Bakar 

Minyak (BBM) bersubsidi, karena disamping hal ini merupakan tindak pidana 

yang pelakunya layak mendapat hukuman yang setimpal, juga karena 

mengingat BBM bersubsidi ini sangat dibutuhkan warga masyarakat kurang 

mampu. 
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